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SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru, diamanatkan bahwa Bupati/Wali kota yang
masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



10.

11.

12.

13.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023,
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Taun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 13);

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 6)
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012



Menetapkan

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Kepala  Badan adalah Kepala  Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2024-2026.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2
(1) Sistematika RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Gambaran Umum;
c. BABIII : Gambaran Keuangan;
d. BABIV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BABYV : Tujuan dan Sasaran;
f.  BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Prioritas;
g. BABVII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah;

h. BABVIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan

i. BAB IX : Penutup.



(2) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh
Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun
2024-2006.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2024-2026 :

a. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026 dengan berpedoman pada RPD;

b. Kepala Badan melakukan verifikasi kesesuaian antara RPD
Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-
2026; dan

c. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui
Peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu kedua bulan
April Tahun 2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Badan bertanggungjawab atas pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2024-22026.

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya

kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian

kinerja sampai dengan tahun berjalan;

terjadi perubahan yang mendasar; dan

perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa

melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam

hal ini terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaaan
luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan.

e



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Maret 2023
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
ttd
DOLLAH MANDO
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd
BASRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten
@i Bagian Hukum

A KAIMAL,SH






